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  ABSTRAK 
Indah Yuli Kurniawati, S.331502002, 2016, PENERAPAN UNDANG-UNDANG 
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET 
PADA BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi Kasus 
Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG). 
Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi dalam penyelesaian kredit macet pada perbankan BUMN dan penerapan 
hukum yang seharusnya dalam penyelesaian kasus kredit macet dalam Putusan No. 
03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG pada PD BKK Eromoko Wonogiri sebagai Badan 
Usaha Milik Daerah. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitian 
ini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan kasus (case-approach). Sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 
Tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan 
menggunakan logika deduktif dengan mengajukan premis mayor dan premis minor 
kemudian menarik suatu kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kredit macet pada 
Perbankan BUMN  tidak dapat dikriminalisasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika 
dilihat dari sifat perbuatan hukum, maka termasuk dalam kaidah perjanjian hutang-
piutang dalam kontrak yang masuk dalam ranah hukum perdata. Penyelesaiannyapun 
harus berdasarkan kaidah hukum perdata atau pada ketentuan SOP Perusahaan. Jika 
kredit macet tersebut memenuhi unsur-unsur penyimpangan duty of care principle  
maka tidak dapat diterapkan doktrin Bussines Judgment Rule. Sehingga 
penyelesaiannya ada dua alternatif, satu, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian 
Pasal 1320 KUHPer yang konsekuensinya adalah batal demi hukum, dua, adanya unsur 
actus reus dan mens rea karena adanya perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut 
secara pidana. Jika dimungkinkan memenuhi unsur tindak pidana perbankan, dapat 
diterapkan Undang-Undang Perbankan.  Penyelesaian kasus Kredit Macet dalam 
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 03/Pid.Sus-TPK/ 2015/PT SMG tidak sesuai 
dengan kaidah hukum penyelesaian kredit macet dengan menerapkan Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan bentuk badan hukum dan jenis usahanya 
didasarkan pada Peraturan Daerah yang konsiderannya mendasarkan pada Undang-
Undang Perbankan. Konsekuensi yuridis penyertaan kekayaan negara dalam bentuk 
saham pada BUMN hanya sebatas modal sehingga menjadi kekayaan perusahaan, 
bukan kekayaan negara sehingga saat terjadi kerugian tidak dapat analogikan sebagai 
unsur kerugian keuangan negara. 
Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah bagi 
penelitian sejenis dan mencegah arogansi penegak hukum agar tidak secara serta merta 
menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian kredit macet 
yang timbul dari aktivitas bisnis Perbankan BUMN. Perlu adanya kesepahaman konsep 
keuangan negara. Sehingga tecapai keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum 
dimasa yang akan datang. 
Kata Kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , Kredit Macet, Bank, Badan 
Usaha Milik Daerah 
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                                            ABSTRACT 
Indah Yuli Kurniawati, S.331502002, 2016. IMPLEMENTATION OF 
CORRUPTION ACT IN THE SETTLEMENT OF NON PERFORMING LOAN IN 
BANK AS LOCAL COMPANY (Case Study The Verdict Number. 03 / Pid.Sus-TPK / 
2016 / PT SMG). 
Thesis: Post-Graduate Program, Sebelas Maret Univercity, Surakarta. 
This study discusses the application of the Act of Corruption in that should be 
in the resolution in cases of Non Performing  Loan in Bank as  Local Company and the 
application act should be in  resolution  in Verdict High Court District Semarang  No. 
03 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT SMG on PD BKK Eromoko Wonogiri as local company. 
 
This research is a normative legal or doctrinal research. The nature of this 
research is prescriptive. The approach used in this research is Statuate Approach  and 
Case Approach The Source data is used in this research are secondary data from primary 
legal materials, secondary legal materials  and tertiary legal materials. Data collection 
techniques in this research with literature review and tecnique analyzed by using 
deductive logic with submit major premise and  minor premise and then give an 
conclusion. 
 
Based on the results of this study concluded that the Non Performing Loans in 
Banks as Local company can’t be criminalized as a criminal act of corruption. If there 
are will be  review as legal acts  then included in the rule of the lending agreement in 
the contract that in the realm of civil law. So, the right completion should be based on 
the rules of civil law or the provisions of SOP Company. If the bad loans that meet the 
elements of irregularities, the duty of care principle can not be applied the doctrine 
of the Business Judgment Rule. So the solution there are two alternatives, one, non-
fulfillment of the terms of Article 1320 Civil Code validity of the agreement which 
consequently is null and void, two, any element of the actus reus and mens rea for 
their illegal acts can be criminally charged. If possible meet the elements of the crime 
of banking, can be applied to the Banking Act. Non Performing Loans settlement case 
in theVerdict High Court District Semarang No. 03 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT SMG 
does not comply with legal norms loan resolution by applying the Law of Corruption. 
Because of the legal entity and the type of business is based onthe consideransof 
regional regulations basing on the Banking Act. Juridical consequences inclusion of the 
country's wealth in the form of shares in Local Company, then it becomes a wealth of 
corporate wealth and not wealth of the country so that when there is a loss can not be 
analogized as an element of the country's financial losses. 
 
 
The implication of this study is to provide scientific contributions to similar 
studies and avoid the arrogance of law enforcement agencies to not necessarily use the 
Act of Corruption in the settlement of Non Performing Loans will arising from business 
activity Banking as Local Company. This is The need for understanding concept of state 
finances. So reached fairness and certainty in law enforcement in the future 
 
 Key words: Corruption Act, Non Performing Loan, Bank, Local Company. 
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